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ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong
kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang dalam penanganannya juga
membutuhkan upaya yang luar biasa (extra-ordinary enforcement). Sebagai upaya
pencegahan maupun penanggulangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat
menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan
dalam putusannya. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat
fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana
tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hal tersebut
timbul permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada
terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013 serta bagaimana Implementasi
penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkritis kenyataan di
lapangan/ faktual terkait putusan pidana tambahan dengan menggunakan dasar
hukum atau aturan perundang-undangan yang tepat yaitu Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil penelitian didapati bahwa pertimbangan hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan Pidana tambahan uang
pengganti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang
pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan
pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Penerapan pidana tambahan
uang pengganti merupakan upaya dalam mengembalikan kerugian Negara melalui
pembayaran uang pengganti. Adapun implementasi jenis pidana tambahan selain
uang pengganti tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Alasan hakim tidak pernah
menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, adalah:1. Pidana tambahan perampasan
barang-barang merupakan pidana tambahan yang cukup sulit, mengingat harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sering dipindah tangankan. 2.
Pidana tambahan Penutupan perusahanan belum pernah diterapkan karena tidak
pernah ada Kklasifikasi deliknya. 3. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu
juga tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim karena jenis tindak pidana
korupsi masih tergolong skala kecil. 4. Latar belakang dibentuknya Undang-
undang korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian Negara, karena itu pidana
tambahan uang pengganti sebagai pilihan dalam memulihkan keuangan negara. 5.
Belum pernah ada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengarahkan pada
jenis pidana tambahan lain. 6. Belum ada dalam tuntutan jaksa untuk jenis pidana
tambahan selain pembayaran uang pengganti.

Kata kunci  : Korupsi, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial
masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah
peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana
yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional
diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk
penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya
perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang
pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.*

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan
sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi kejahatan yang
luar biasa (extra-ordinary crime). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak
lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (extra-

ordinary enforcement).? Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan

! Anggi Prayurisman, Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimun Khusus
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tesis (tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Program
Pascasarjana, Universitas Andalas Padang, 2011, him. 23.

2 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 11.



sebagai tindak pidana khusus yang dalam penanganannya juga harus diupayakan
kekhususannya. Sesuai dengan asas lex sepecialis derogat legi generalis,® maka
diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.”

Dalam menerapkan ketentuan undang-undang di atas, pelaksanaannya selalu
melibatkan hakim yang bertugas sebagai pemutus perkara. Dalam hal ini
diperlukan hakim-hakim yang profesional dalam menghasilkan putusan
Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat secara tepat dijatuhkan.
Putusan Pengadilan yang tepat adalah putusan yang didasarkan pada aspek
keadilan dan tidak mengesampingkan aspek kapastian hukum dan aspek
kemanfaatan.

Penjatuhan putusan pidana yang diberikan hakim hendaklah harus disertai
pula fakta-fakta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan
terhadap terdakwa. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan
bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa’>

¥ M. Soesilo dalam Kamus hukum menjelaskan pengertian asas lex Specialis Derogen
Legi Generalis adalah asas yang meyatakan bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara
undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.

* Igim Nurjanah, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 68.

® Pasal 8 ayat (2) Undangan-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.



Ketentuan tersebut memberi kesempatan pada hakim agar dalam
melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan atas
peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan
menemukan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.® Di dalam menjatuhkan
putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang
mudah. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara
pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak
berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri
tanpa ukuran tertentu. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, Pasal 10
KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa
tindak pidana korupsi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok
dalam Pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan
pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Selain ketentuan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, jenis
pidana tambahan juga dirumusan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 antara lain:

1. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak atau yang berwujud atau
tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi,

2. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya,

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahan untuk waktu paling lama 1

tahun,

® Wahyu Afandi, Hakim dan Hukum dalam Praktek, (Bandung: alumni, 1998), him. 33.



4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-
hak tertentu.’

Adanya pidana tambahan ini mempunyai fungsi yang bersifat mencegah
secara khusus, yang diharapkan penjatuhan pidana tambahan ini akan memberi
efek jera agar pelaku tindak pidana korupsi tindak lagi melakukan kejahatan
sejenis dikemudian hari.

Pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal di atas tidak dapat
dijatuhkan secara sendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama
dengan suatu pidana pokok. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
tidak menentukan dalam hal mana hakim diberi kesempatan untuk
mempertimbangan apakah ia akan menjatuhkan suatu pidana tambahan,
disamping pidana pokok yang ia jatuhkan bagi seorang terdakwa.®

Dalam realita penegakan hukum kasus korupsi yang dikenai putusan
pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan-putusan
hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013 belum
sepenuhnya menerapkan keseluruhan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal
tersebut. Di beberapa kasus korupsi di Yogyakarta, penjatuhan pidana tambahan

hanya terfokus pada pembayaran uang pengganti. Sementara penerapan pidana

" Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 14.

8 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him
44,



tambahan selain pembayaran uang pengganti tidak pernah diterapkan dalam

putusan-putusan tindak pidana korupsi. °

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
hukum terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada
terpidana kasus korupsi dalam kurun waktu 2012-2013 di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil
judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penulisan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka
dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana kasus
korupsi tahun 2012-2013?

2. Bagaimana Implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta tahun 2012-2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan penelitian ini

adalah :

% Hasil wawancara Ketua Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta,
tanggal 4 Februari 2014.



a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana tambahan
kepada terpidana kasus korupsi.

b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan pidana
tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada
pengembangan ilmu hukum khususnya pengetahuan dibidang hukum
acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus serta diharapkan
sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian lain sejenis untuk tahab
berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya
dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pidana
tambahan, dan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana
tambahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi
masukan bagi hakim dalam memutusakan perkara tindak pidana korupsi
sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan
dan masyarakat

D. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan penyelesaian penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan dalam



penyusunan penelitian guna membantu sebagai literatur dari beberapa hal. Selain
sebagai literatur dan bahan pertimbangan, tinjauan pustaka juga berguna sebagai
acuan peneliti tentang topik yang akan dibahas sehingga dimungkinkan tidak ada
persamaan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Karya ilmiah yang berjudul “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan
dalam Perkara Kasus Korupsi” karya Michael Barama mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sam Ratulangi menitik beratkan mengenai pelaksanaan uang
pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus korupsi serta proses pelaksanaan
pidana tambahan tersebut.’® Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas
tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
tambahan terhadap sebuah kasus korupsi.

Skripsi selanjutnya berjudul “Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak

» yang ditulis oleh

Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Semarang)
Ganesa Adi Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang lebih
menekankan pada bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya pemberian
pidana tambahan terhadap terpidana kasus korupsi serta dampak yang
ditimbulkan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pertimbagan hakim

dalam menjatuhkan pidana tambahan serta implementasinya di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Yogyakarta.

0" Michael Barama, Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus
Korupsi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Diakses Tanggal 3 Januari 2014 dari
website http://repo.unsrat.ac.id/

1 Ganesa Adi Nugraha, Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi
Pada Kejaksaan Negeri Semarang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013,
Tidak diterbitkan.



Kemudian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim tidak
Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor:
54/ PID.B/ TPK/ 2012/ PN. JKT. PST)” yang ditulis oleh Ubai Dillah, mahasiswa
dari Fakultas Hukum Universitas Jember membahas tentang analisis dasar
pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta persidangan dan
analisis dasar pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan
sesuai dengan Pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa atau
tidak.*> Adapun penelitian ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim
yang digunakan dalam memberikan pidana tambahan kepada terpidana kasus
korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogayakarta dan Implementasi
penerapan pidana tambahan

Dari telaah beberapa literatur penelitian yang terdahulu maka penulis akan
melakukan sebuah penelitian yang berbeda yaitu Pertimbangan Hakim dalam
Penjatuhan Pidana Tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
Tahun 2012-2013.

E. Kerangka Teoretik
1. Teori Pemidanaan
Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan
individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena

itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

12 Ubai Dillah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Menjatuhkan Pidana Tambahan
dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST), Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.



keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan bersama.
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang
ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: 3
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatn
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan
kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah

tidak dapat diperbaiki.
Teori pemidanaan digolongakn menjadi 3, antara lain :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori ini dikenal dengan teori mutlak, teori imbalan atau teori
pembalasan. Teori absolute ini memuat penjelasan bahwa setiap kejahatan
harus diikut dengan pidana tanpa tawar-menawar. Maksudnya adalah
apabila seseorang telah mendapat pidana karena telah melakukan
kejahatan maka pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk
pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang

telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan

3 p_AF.Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.
11.

¥ Wirjono Prodjodikiri, Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,
2008), him. 23.
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akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang
yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak
pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.*> Teori ini menjelaskan
bahwa penjatuhan pidana kepada penjahat pada hakekatnya merupakan
tuntutan mutlak, bukan saja perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan
b. Teori Relatif atau teori tujuan
Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan
maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan
masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.® Tujuan hukum merupakan
alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
c. Teori Gabungan
Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas.
Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki
pribadi si penjahat.*’
2. Pidana Tambahan
Pengaturan mengenai pidana tambahan terdapat dalam beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak
membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada tiga bentuk yang

terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu perampasan barang-baranng, pencabutan

15 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 60.

16 |_eden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
him. 106.

7 1bid, him. 107.
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hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga
mengenai jenis pidana tambahan, yakni terdapat dalam Pasal 18 sebagai
berikut :

a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut;

2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama
1 (satu) tahun;

4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri melainkan selalu
hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok.
Menurut sistem pemidanaan, penjatuhan pidana tambahan sifatnya adalah
fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan,
yakni pada waktu ia menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa.
Mengenai keputusan apakah di samping menjatuhkan suatu pidana pokok
bagi seorang terdakwa, hakim masih merasa perlu atau tidak untuk
menjatuhkan suatu pidana tambahan, hal mana seperlunya diserahkan kepada

pertimbagan hakim.®

8 p_A.F. Lamintang, Hukum Panitensier..., him. 44.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penyusun \ untuk
mencapai suatu tujuan. Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dari
sebuah penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk
bagi suatu penelitian.™
1. Jenis Penelitian

Sebagai penunjang dalam mempermudah penelitian ini, metode yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan digunakan dalam hal melihat realita yang ada terkait
bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam
menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus korupsi yang ditangani Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta serta penerapan jenis-jenis pidana tambahan
dalam putusan.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang penyusun gunakan
adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada
fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian lapangan seteliti mungkin
tentang putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2012-2013 terkait jenis pidana

tambahan yang berlaku.

19 Mukti Fajar ND dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), him. 104.
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3. Lokasi Penelitian
Sebagai tempat lokasi penelitian, penyusun memilih lokasi penelitian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
4. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu memaparkan dan
menjelaskan data yang ditemukan dari penelitian di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta yang menggambarkan suatu keadaan dari fenomena sosial,
praktek dan kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian fakta dari data-data tersebut
digunakan dalam menganalisis terhadap pokok permasalahan terkait putusan
hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan yang ditemukan di lokasi penelitian.
5. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat langsung dari hasil penelitian
lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara narasumber di
lapangan.
b. Data Sekunder
Data sekunder mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sebagainya. Dengan demikian, data sekunder merupakan data
yang diperolen melalui kepustakaan. Data ini secara tidak langsung
memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data
tersebut digolongkan menjadi :

1) Bahan hukum primer.
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Bahan hukum primer yang digunakan yakni bahan hukum yang terdiri

atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki

peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a.

g.
h.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana.

Peraturan Undang-Undang lainnya yang terkait.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal

ilmiah, surat, koran, brosur dan berita internet berkaitan dengan tindak pidana

korupsi dan dokumen-dokumen tentang putusan pidana korupsi.
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6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diharapkan dalam

penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara atau interview:
Teknik tanya jawab ini bertujuan untuk mencari informasi serta menggali
lebih dalam tentang materi yang bersangkutan kepada narasumber.
Narasumber yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang didapat sebagai
teknik penelitian hukum dengan cara membaca dan mempelajari berbagai
buku, majalah, surat kabar, serta peraturan-peraturan hukum yang yang terkait
penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan penelitian ini, adapun sistematika penyusunan skripsi
ini adalah:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang kemudian menguraikan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika
pembahasan.

Kemudian Bab kedua menguraikan tentang pengertian putusan dan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menjelasakan Pengertian
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hakim, tugas dan wewenang, pengertian putusan dan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan.

Bab ketiga berisi tentang tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Dalam bab
ini akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, diskripsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan data-data yang didapat dari
tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta terkait masalah yang diteliti.

Dalam Bab keempat menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab
ini penulis juga megkaji sejauh mana teori dalam penjatuhan pidana tambahan
dalam prakteknya. Selain itu juga menjawab tentang permasalahan yang
melatarbelakangi masalah ini

Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-

saran terkait masalah yang dibahas dalam penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari rumusan masalah dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam
menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi
tahun 2012-2013 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

a. Pertimbangan yuridis yang didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan Jaksa,
barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-pasal yang
dilanggara.

b. Pertimbangan Non-yuridis meliputi aspek sosiologis, filosofis.

c. Terbukti adanya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi

d. Terdakwa secara sah dan nyata-nyata terbukti menikmati hasil kekayaan
dari tindak pidana korupsi tersebut.

e. Pengakuan atau keterangan terdakwa dalam proses persidangan.

2. Dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan, hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan jenis pidana
tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan Pidana
Tambahan Uang Pengganti sebagai jenis pidana tambahan dalam kasus

korupsi yang diputus tahun 2012-2013. Adapun pidana tambahan perampasan
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barang-barang, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu tidak

pernah diterapkan dalam putusan Pengadilan.

Perampasan barang-barang tidak pernah diterapkan karena dalam
proses pembuktianya lebih sulit. Dikarenakan barang-barang tersebut telah
dipindah tangankan.

Kemudian penutupan perusahaan tidak pernah diterapkan karena belum
pernah ada Klasifikasi delik korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan
penutupan perusahaan.

Selanjutnya pencabutan hak-hak tertentu belum pernah dijatuhkan
sebagai pidana tambahan, karena kasus-kasus korupsi yang ditangani
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masih dalam skla kecil.

B. Saran

Penerapan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta masih mengalami beberapa kekurangan. Ada beberapa hal yang dapat
dijadikan saran, antara lain :

1. Penerapan ketentuan uang pengganti sebagai sarana dalam
mengembalikan uang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti
belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara secara optimal
karena itu penjatuhan jenis pidana tambahan lain dapat diberikan sebagai
hukuman yang dapat meberikan pembelajaran bagi terdakwa maupun

masyarakat.
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2. Ada baiknya jika pidana tambahan digunakan juga sebagai upaya khusus
yang dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sebaiknya dapat lebih
tegas dalam memberikan jenis pidana tambahan lain kepada terdakwa
kasus korupsi, hal tersebut sebagai upaya reprensif bagi terpidana agar
tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberi efek jera.

4. Perlunya adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi, dengan sosialisasikan tentang dampak yang ditimbulkan serta

hukuman yang berat agar tindak pidana ini dapat diredam dan dicegah.
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